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	RADAR SULTENG


Entitas :
	
Provinsi
	Palu
	Donggala
	Tolitoli
	Buol
	Sigi
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Parigi Moutong
	Poso
	Morowali
	Tojo Una-Una
	Banggai
	Banggai Kepulauan
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Kembali Disclamer

untuk menjalankan ti
gasmasing-masing,” im-
buh Bupati.

“Kedepan, kalau ma-
sih disclamer maka ke-
pala dinas yang har-
us bwrtanggung ja
ab. Karena itu gamba-
ran ketidakmampuan-
nya mengelolah dinas,”
tegas Aptripel.

Terpisah, Kepala Di-
nas Pendapatan, Pen-
gelolaan, Keuangan'din
Aset Daerah (DPPKAD)
Morowali Utara Masju-
din Sudin SE MSi men-
gakui adanya kelema-
han sehingga menye-
babkan LHP keuangan
Pemkab Morut kemba-
li mendapat status dis-
clamer.

Masjudin menuturkan,
salah satu penyebab
claimer terkait aset da
rah. Tak wajarnya pen
ajian aset itu karena Bi-
dang Aset Pemkab Mo-

rowalimenyerahkan aset
yang tak sesuai fisik dan
data,

‘Misalna 50 bidangta-
nah yang tak jelas tahun
pembeliannya,

Kemudian aset-aset
yang ketika ditelusuri
Tisiknyatidakditemukan,
seperti SDN Lijo pen-
ganggaran tahun 2005
yang teryata fiktif,” ung-
kap Masjudin

Ada juga temuan
catatan penyalahgunaan
anggaran TA 2001, den-
gan rincian pembayaran
yang seharunya hanya
dua bidang bangunan
tapi dibayar dobel atau
menjadi empat bangu-
nan.

“Kalau ditotal, adakeru-
gian miliaran rupiah dari
persoalan aset tak jelas
itu,” ujar Masjudin,

Kemudian persediaan
obat-obatan di rumah
sakit yang tidak ter-

tatausahakan dengan
baik. Di bidang pendi-
dikan, banyak aset yang,
juga tak jelas semisal
buku dan perlengakapn
sekolah. Sebab saat pe-
nyerahan tidak disertai
dengan berita acaranya.
“Aset serahan Pemk-
ab Morowali itu ibarat
diterima mentah-men-
tah. Karena saat diveri-
fikasi, data bidang aset
pemkab Morowali ber-
beda jauh dengan data
kami,” tandas Masjudin.
Saat ditanya kena-
pa Pemkab Morut bisa
kecolongan, Masju-
din menjelaskan bahwa
data tersebut baru ter-
ungkap setelah Bidang
Aset melakukan verifika-
silapangan atas data aset
serahan dari Bidang Aset
pemkab Morowali.

“Ke pihak BPK, sebena-
rya kita sudah melaku-
kan pembelaan soal ke

daksesuaian dataaset se-
rahan itu. Tapi karena
berita acara penerimaan
asetnyasudah ditandan-
tangani, maka secara de
jure kami harus bertan-
gunggjawab,” tandasnya.

Masjudin, menyebut-
kan, untuk melepas sta-
tus disclamer di tahun
depan, seluruh SKPD
harus kompak beker-
ja sungguh-sungguh.
Selain itu, penambah-
an SDM yang mumpu-
ni. Mengajukan permin-
taan penghapusan aset
tak wajar dari Pemkab
Morowali melalui DPRD
serta melakukan sertifi-
kasi lahan.

“Biarpun kita tanam ke-
pala (bekerja) tapi kalauti-
dakdidukungkinerja pen-
geloalaan keuangan yang
baik dari teman di dinas
lain maka kita tetap akan
disclamer,” sebut Masju-
din. (ham)
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MORUT - Untuk ked-  utangpadaPemkabMorut  Berdasarkan kelemah-
ua kalinya, Pemerintah  belu tertib. an-kelemahan tersebut,
Kabupaten Morowali  Poin selanjutnya, pen- BPK merekomendasi-
Utara mendapatkan pe-  gendalian atas belanja kankepada Bupati Morut
n Pemerik- barang dan jasa Pemk- agar melakukan perbai-
saanKeingan (BPK) den- ab Morut Tahun Angga-  kan dan langkah tindak
gan status disclamer. ran 2015 tidak memadai. lanjut hasil pemeriksaan
Dalam: Laporan Ha- Temuan itu ditutup den- atas LKPD Kabupaten
sil Pemeriksaan (LHP) gan poin keenam den- Morut tahun 2015 terkait
keuangan Pemkab Morut  gan catatan bahwa me-  sistem pengendalian in-
yang difakukan BPK RI kanisme PHO dan peny- terendan kepatuhan ter-
Perwakilin Provinsi Su- usunan HPS atas belanja hadap peraturan perun-
lawesi {engah, ada dua modal dengan nilai min-  dang-undangan.
poinpenychabdisclamer.  imal sebesar Rpa, 1 mili- ~ Menanggapi status
a karena adanya arlebihmasihbelumme- tersebut, Bupati Morut
istem pen- ~madai. Ir Aptripel Tumimomor
ern dalam  Terkait kepatuhan ter-  MT saat ditemui Radar
an laporan hadap peraturan perun- Sulteng di Kolonodale
n yang signifi- dang-undangan, BPK baru-baru ini lantang
kan.Keduakarenaadanya menemukan realisasi menyuarakan kekece-
ketidakpatuhan terhadap  belanja perjalanan di- wannya.
peraturan perundang- nas tidak sesuai keten-  “Seharusnya kita malu
undangan dalam penge- tuansebesarRpl,1 milia¢ karenaduakalimendapat
lolaan_ keuangan negara lebih. Adapulakelebihan ~ predikat atau status dis-
yang signifikan. pembayaran atas enam  clamer,” ujar Bupati Ap-
Pada poin pertama, ada  paket pekerjaan padaDi-  tripel
6 temuan dalam sistem nasPekerjaanUmumdan  Bupati lantas memasti-
pengendalianintemlapo- Perhubungan Daerah kan akan tegas memer-
rantersebut. Pertama, pe-  sebesar Rp560 juta leb-  intahkan para pimpinan
nyajian persediaan min-  ih serta pekerjaan belunf  SKPD agar bekerja lebih
imal Rp7,3 miliar tidak dapatdiyakinikewajaran profesional lagi. Sebal
akinikewajaran-  pembayarannya sebesar menurutnya, Morut seb-
m ditatausa-  Rp2,5 miliar lébih, agai daerah otonom baru
hakandengantertib.Ked-  Masjhmenyoal kepatu- ~ dari pemekaran Kabu-
ua, aset tetap yang dis- han terhadap peraturan paten Poso dan Morow-
erahkan ke Kabupaten perundang-undangan, ali harus segera mampu
Morowali Utara belum BPK juga menemukan mandiri dalam segala hal
disajikan sec: adanya belanjajasakon-  “Termasuk soal pen-
n di poin keti- _sultasitidaksesuaiketen- _gelolaan dan laporan
anyayangdisa-  tuan sebesar Rp334 juta
mueracaPemk- lebih dan belum dikena-
elum mencer- kan dendaketerlambatan
minimal sebesar Rp49 plementasikan peraturan
juta lebih. perundang-undangan





